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Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut 

yang sangat luas dan berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan 

budaya masyarakat, termasuk sebagai potensi utama dalam pengembangan 

wisata bahari. Namun, pesatnya perkembangan wisata bahari tidak hanya 

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran laut, 

penurunan kualitas air, serta kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Aktivitas wisata 

yang tidak terkendali, seperti yang terjadi pada fenomena overtourism, dapat 

melampaui daya dukung lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem 

laut, terutama terumbu karang. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang 

mengatur perlindungan lingkungan, pengelolaan wilayah pesisir, dan kegiatan 

kepariwisataan, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran yang 

menyebabkan kerusakan ekosistem laut, sehingga menunjukkan bahwa 

perlindungan yang ada belum berjalan secara optimal dan memerlukan 

penguatan dalam implementasinya serta peran dari berbagai pihak terkait.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan 
terhadap ekosistem laut yang terganggu oleh 
aktivitas wisata bahari di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah, 
pelaku usaha wisata, dan masyarakat dalam 
menjaga kelestarianekosistem laut yang terganggu 
oleh aktivitas wisata bahari?
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penafsiran 

sistematis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 

tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Bahan 

hukum sekunder, seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan 

pendapat ahli yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum 

menggunakan analisa deduktif.
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Hasil dan Pembahasan
KONSEP PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT

Konsep perlindungan ekosistem laut merupakan bagian dari sistem hukum 

lingkungan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis, 

mencegah eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, serta menjamin 

keberlanjutan fungsi ekosistem laut bagi kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya. Perlindungan ini dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip 

hukum lingkungan, seperti prinsip pencemar membayar yang menegaskan 

bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran wajib bertanggung 

jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Ekosistem laut memiliki peran penting 

dari segi sosial, ekonomi, dan ekologis, sehingga kerusakan yang terjadi dapat 

berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, rusaknya habitat, serta 

terganggunya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, perlindungan 

ekosistem laut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan 

keterkaitan antar komponen ekosistem, sehingga pemanfaatan sumber daya 

laut tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestariannya.
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Selanjutnya ...
PENGATURAN HUKUM WISATA BAHARI DI INDONESIA

Pengaturan hukum wisata bahari di Indonesia merupakan bagian dari sistem 

hukum nasional yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ekosistem

laut agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan ekosistem. Kegiatan wisata 

bahari diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-

Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kepariwisataan, yang secara 

keseluruhan menekankan pentingnya pencegahan kerusakan dan pencemaran 

ekosistem. Pengaturan tersebut mencakup kewajiban pemenuhan dokumen 

lingkungan seperti AMDAL, perizinan usaha, serta penataan ruang laut yang harus 

sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah memiliki 

kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan wisata bahari 

dan dapat menjatuhkan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Dengan 

adanya kerangka hukum ini, diharapkan aktivitas wisata bahari dapat berjalan 

secara terarah tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut.
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Selanjutnya ...
KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT AKIBAT AKTIVITAS WISATA BAHARI

Kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas wisata bahari terjadi karena adanya 

pemanfaatan lingkungan laut yang tidak disertai dengan pengelolaan yang 

baik, sehingga menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan ekosistem. 

Aktivitas seperti penggunaan kapal wisata di kawasan terumbu karang, perilaku 

wisatawan saat snorkeling yang melakukan kontak langsung dengan karang, 

serta pembuangan sampah di wilayah pesisir dan laut dapat menyebabkan 

kerusakan fisik ekosistem, pencemaran air, dan penurunan kualitas lingkungan. 

Terumbu karang sebagai salah satu ekosistem yang paling rentan sering 

mengalami kerusakan akibat gangguan tersebut, yang kemudian berdampak 

pada menurunnya keanekaragaman hayati dan terganggunya habitat biota 

laut. Selain itu, pembangunan fasilitas wisata di wilayah pesisir juga dapat 

mengubah struktur lingkungan dan memperparah kerusakan ekosistem. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata bahari yang tidak terkendali dapat 

menimbulkan dampak jangka panjang, tidak hanya terhadap lingkungan, 

tetapi juga terhadap keberlanjutan sektor pariwisata itu sendiri.
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Selanjutnya ...
PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT AKIBAT AKTIVITAS WISATA BAHARI

Perlindungan ekosistem laut akibat aktivitas wisata bahari dilakukan melalui 

upaya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah 

serta menanggulangi kerusakan ekosistem laut. Perlindungan ini dapat dilakukan 

secara preventif melalui instrumen hukum administrasi, seperti perizinan 

lingkungan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar tidak menimbulkan 

dampak negatif sejak awal, serta secara represif melalui pemberian sanksi 

administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran yang 

menyebabkan kerusakan ekosistem. Dalam pelaksanaannya, perlindungan 

ekosistem laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai 

pengawas dan pembuat kebijakan, tetapi juga melibatkan pelaku usaha wisata 

yang wajib mematuhi ketentuan hukum, serta masyarakat yang berperan dalam 

menjaga dan mengawasi ekosistem. Dengan adanya keterlibatan berbagai 

pihak tersebut, diharapkan perlindungan ekosistem laut dapat berjalan secara 

optimal sehingga keberlanjutan lingkungan tetap terjaga seiring dengan 

berkembangnya aktivitas wisata bahari.
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Kesimpulan
Pengaturan hukum perlindungan terhadap ekosistem yang terganggu oleh aktivitas wisata 
bahari di Indonesia telah diatur melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, PP No. 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PERMEN KKP No. 28 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut yang secara keseluruhan 
memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut melalui mekanisme pencegahan, 
pengendalian, dan penegakan hukum. Perlindungan tersebut dilakukan melalui kewajiban 
penyusunan AMDAL (Pasal 22 UU 32/2009) sebagai upaya pencegahan serta kewajiban memiliki 
izin lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU 32/2009), dan izin pemanfaatan wilayah pesisir (Pasal 17 ayat 
(1) UU 1/2014) sebagai bentuk pengendalian agar aktivitas wisata bahari tidak melampaui daya 
dukung lingkungan. Pelanggaran yang menimbulkan kerusakan ekosistem laut dapat dikenakan 
sanksi pidana  (Pasal 98 dan 99 UU 32/2009) serta tanggung jawab berupa pemulihan lingkungan 
dan ganti rugi (Pasal 87 UU 32/2009). Perlindungan ekosistem laut tidak hanya bersifat normatif, 
namun juga diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata terhadap 
setiap pelanggaran, dengan tanggung jawab yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan 
masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. 



10

Referensi



11

Referensi




